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ABSTRAK

Ahmad Tajudin, 2021: Rekrutmen Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 128/PUU-XI111/2015 Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Rekrutmen perangkat desa secara demokratis menjanjikan terwujudnya
pemerintahan yang representatif. Bunyi Undang-undang nomor 6 tahun 2014
pasal 50 huruf (c) adalah harus berdomisili di desa setempat atau paling kurang 1
tahun sebelum pendaftaran. Sedangkan dengan adanya putusan MK nomor
128/PUU-XIII tahun 2015 menghapus bunyi pasal tersebut karena, dianggap
bertentangan dengan HAM dan demokrasi.

Fokus masalah  yang diteliti, adalah : 1)Bagaimana pengangkatan
perangkat Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ? 2)
bagaimana keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang dasar 3) Bagaimana format pengisian
perangkat Desa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-
X111/2015?.

Tujuan penelitian : 1) Untuk mengetahui pengangkatan perangkat Desa menurut
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 2) Untuk mengetahui
keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang terhadap
undang-undang dasar 3)Untuk mengetahui pengisian perangkat Desa menurut
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/ PUU-XI11/2015.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif berupa kajian
pustaka yang dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder
dengan melakukan kajian terhadap perundang-undangan dan bahan hukum yang
lain.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :1).Pengangkatan
perangkat Desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 mensyaratkan bagi seseorang
yang ingin mencalonkan diri sebagai perangkat Desa sesuai dengan pasal 50 ayat
(1) huruf C harus terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal paling
kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Dengan mekanisme pengangkatan yang
diatur oleh kepala desa dan dengan rekomendasi camat setempat.2).Terkait
keabsahan putusan MK yang bersifat positive legislature sendiri dijelaskan
dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Putusan
Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi telah
memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah
Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.3).Dengan lahirnya
putusan Mahkamah Konstitusi maka memberikan kesempatan yang sama
terhadap semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekrutan
perangkat desa. pegangan masyarakat desa dalam segala aspek termasuk adanya
syarat harus berdomisili 1 tahun sebelum pendaftaran bagi perangkat yang ingin
mencalonkan diri sebagai perangkat Desa demi kesetaraan.

Kata Kunci : Rekrutmen Perangkat, Perangkat Desa,Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 128/PUU-XI11/2015
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara yang dengan keberagaman perlu kiranya putusan luhur
untuk mempersatukannya terkait dengan nilai-nilai kebeenaran secara falsafati
yang akan dijadi barometer hidup bersama dalam suatu Negara yang
berideologikan Pancasila ini. Pancasila sendiri adalah multifungsional
diantaranya : Fungsi sebagai ideologi, sebagai dasar, sebagai parameter
kehidupan bangsa, sebagai pemersatu bangsa yang majemuk ini dan
sebagainya. Dalam peranannya sebagai dasar suatu Negara Pancasila harus
dijadikan patokan didalam menentukan kebijakan ataupun hukum yang akan
diberlakukan di Negara yang majemuk ini. Dimana, semua itu terkumpul
dalam satu narasi yaitu undang-undang dasar 1945 sebagai fundamental
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian akan melahirkan
undang-undang lain yang tetap pada plot UUD 1945 itu sendiri. Pancasialn
sebagai sumber hukum dalam suatu Negara memiliki empat kaidah sebagai
penuntun hukum yang harus menjadi rambu-rambu dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan dan politik hukum secara umum yairtu : *
1. Sebagai pelindung bangsa dan tanah air Indonesia dalam arti bahwa semua
hukum yang dibentuk dan yang akan diberlakukan di Indonesia haruslah
menjaga keutuhan integritas suatu bangsa baik berupa teoritis atau secara

ideologi.

! Rodiyah, Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Aras Global Prespektif Negara Hukum,
(Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2016), 33-34.



2. Membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan
hukum) secara serntak dilakukan. Dalam arti demokrasi sendiri harus ada
tabir pembatas dari lingkup demokrasi yaitu hukum yang dianut secara
demokratis. Keputusan demokratis yang dianggap melanggar konstitusi
dan HAM bisa dinyatakan batal oleh lembaga nomokratis seperti MK dan
MA teragantung levelnya.

3. Memberiakan keadilan sosial terhadap seluruh rakyat dalam arti hukum
yang berlaku atau aturan yang diberlakukan di Indonesia harus menutup
pintu bagi tumbuhnya sistem eksploitasi dari yang kuat terhadap yang
lemah dan harus selalau menyokong agar tidak terjadi kesenjangan sosial
dan ekonomi ditengah-tengah masyarakat.

4. Membangun rasa toleransi dalam beragama yang beradab artinya semua
hukum di Indonesia tidak boleh diskriminatif terhadap pemeluk Agama
yang ada di Indonesia itu sendiri berdasarkan jumlah agama yang diakui
oleh Negara Indonesia.

Selanjutnya, eksitensi Indonesia sebagai Negara hukum, yang salah
satunya ditandai dengan diakuinya Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
sebagai perwujudan dari Negara hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, demokrasi adalah sitem pemerintahan yang diterapkan dalam
sebuah Negara berdasarkan asrpirasi rakyat, atau dapat dapat dikatakan juga
sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat begitulah selogan
demokrasi secara garis besarnya. Demokrasi sendiri dianggap sebagai sistem

pemerintahan yang dijalankan melalui tahapan pemilihan secara langsung



ataupun tidak langsung yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana
seluruh kelompok yang ikut bertarung atau berkontestasi harus siap menerima
apapun hasilnya sebagai suatu keadaan relaitas yang harus dihormati dan
dihargai oleh semua pihak.?

Dengan keluasan Negara Kesatuan yang terbentuk dari berbagai
elemen masyarakat yang kita kenal dengan Negara kemajemukan lalu
lahirlah wilayah- wilayah kecil yang kita kenal dengan sebutan desa. Dimana
Desa merupakan cikal- bakal terbentuknya masyarakat politik dan
pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Menurut wahjudin
sumpeno, sejarah perkembanagan Desa di Indonesia telah mengalami
perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia.?
Sebelum masa kolonial, di berbagai daerah telah dikenal kelompok
masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan
ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola pemukiman yang berdasarkan
keturunan atau ikatan emosional kekerabatan terus mengalami perkembangan
yang sangat signifikan sehingga melahirkan gusus atau Kesatuan pemukiman
dalam skala kecil. Desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan
dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan. Dengan
keadaan Desa sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai wilayah
Kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis.

Sebagai lembaga pemerintahan, Desa merupakan ujung tombak didalam

2 Tanto Lailam, Pengatar llmu Hukum Administarasi Negara,(Yogyakarta: Prudent Media
2011), 205

® Direktorat pemberdayaan masyarakat desa, dirjen pembangunan dan pemberdayaan
masyarakta desa, panduan pelatih: pelatihan masyarakat tentang advokatsi desa, kementerian Desa
, pembangunan daerah tertinggal da transmigrasi, 2015, 65



pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang ada. Sebagai wilayah
Kesatuan masyarakat hukum, Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan
bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga menjadi landasan yang paling
mendasar untuk pengembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum
yang stabil serta dinamais.*

Lahirnya, Undang- undang Desa bertujuan hendak mengangkat Desa
pada posisi subjek yang terhormat dalam ketata Negaraan, Negara Republik
Indonesia. Perihal lainnya adalah bahwa pengaturan terhadap Desa akan
menentukan format Desa yang tepat dan sesuai dengan konteks keragaman
lokalnya. Penguatan terhadap kemandirian Desa melalui undang-undang desa,
sebenarnya juga menempatkan Desa sebagai subjek pemerintahan dan
pembangunan yang benar-benar berangkat dari wilayah paling kecil yaitu
desa. Dengan adanya undang-undang Desa maka rektrutmen perangkat sangat
penting sebagai pemicu kemajun dan perkembangan Desa yang dilakukan
dilkukan secara langsung agar membentuk pemerintahan Desa Yyang
profesional,efesien, efektif,terbuka dan bertangggung jawab.

Pada tanggal 15 janurai 2014 lahirlah undang-undang No. 6 tahun 2014
tentang desa. Landasan filosofisnya dilahirkannnya undang-undang nomor 6
tahun 2014 didasarkan kepada pertimbangan bahwa Desa dipandang memiliki
hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat
setempat dan berperang mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD

1945, Secara yuridis, undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

* Tanto Lailam, Pengatar Ilmu Hukum Administarasi Negara,204.



berdasarkan amanah pasal 18 (b) ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan
bahwa : “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-Kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia , yang diatur dalam undang-undang”.

Secara keseluruhan,isi materi undang-undang nomor 6 tahun 2014
tentang pemerintahan desa, menunjukkan dengan adanya keterkaitan yang
sangat mendominasi antara pemerintah pusat dan daerah terhadap desa,
terutama pemerintah daerah.

Ketika berbicara pemerintahan desa, maka erat kaitannya sebagaimana
telah disampaikan oleh kami diatas bahwa perangkat Desa adalah ujung
tombak penngerak roda pemerintahan agar lebih maju dan berkembang.
Pengangkatan perangkat desa dilakukan secara demokratis yang menjanjikan
terwujudnya pemerintahan yang representatif. Undang-undang nomor 6 tahun
2014 mensyaratkan pengangkaan perangkat desa pada Pasal 50 ayat (1) huruf
a dan huruf ¢ “ perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48
diangkat dari warga Desa yang mememnuhi persyaratan : a. Pendidikan
paling rendah sekolah menengah umum atau yang sedetrajat dan b. terdaftar
sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1
(satu) tahun. Selanjutnya, pasal tersebut dihapus karena diajukan uji materiil
kepada MK oleh (APDESI) dimana, Dalam pengujian Undang-undang
Mahkamah Konstitusi telah banyak menghasilkan putusan-putusan yang telah

mewarnai pemikiran dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Pengujian



undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang diajukan
kepada Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menilai kesesuaian antara
produk hukum yaitu dalam hal ini adalah undang-undang dengan Undang-
Undang Dasar 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di
dalamnya.

Hal ini merupakan sebuah bentuk pengawasan kekuasaan kehakiman
terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif untuk menjamin tindakan hukum
legislatif dan eksekutif selaras dengan hukum tertinggi. Pengujian undang-
undang yang dilakukan dalam satu lembaga peradilan sering disebut dengan
judicial review, yang diawali dengan pengajuan sebuah permohonan, dan
akan berakhir dalam suatu putusan. Tidak seperti praktik peradilan pada
umumnya yang diadili adalah tindakan perseorangan atau badan hukum,
sedangkan dalam judicial review yang diadili adalah norma yang terdapat
dalam suatu peraturan perundang- undangan. Selanjutnya, berkaitan dengan
pengujian undang-undang tersebut dibagi atas pengujian secara materiil dan
pengujian secara formil. Pengujian yang dilakukan terhadap materi
muatannya disebut dengan pengujian materiil yang dapat mengakibatkan
dibatalkannya sebagian atau seluruh materi undang-undang yang sedang
diujikan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan
pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan
proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk

pengujian materiil.



Sehingga melakukan uji materiil terhadap beberapa point dalam UU
nomor 6 tahun 2014 tentang yang diajukan oleh (APDESI) dan
melngeluarakan putusan MK nomor 128/PUU-XIII tahun 2015 yang salah
satu isi amar putusannya yang menyatakan bahwa pengangkatan perangkat
desa tidak harus berdomisili di desa setempat. Dengan problematika tersebut
penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan
operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.®> Pada fokus
penelitian dicantumkan semua yang menjadi fokus permasalahan yang akan
dicari jawaban-jawabannya melalui proses penelitian. Adapun fokus penelitian
ini adalah :

1. Bagaimana pengangkatan perangkat Desa menurut undang-undang nomor
6 tahun 2014 tentang Desa ?

2. Bagaimana keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian
undang-undang terhadap undang-undang dasar ?

3. Bagaimana format pengisian perangkat Desa menurut putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 128/PUU-X111/2015?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam

melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah yang

> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember:
IAIN Jember Press 2019), 78.



telah yang telah dirumuskan sebelumnya.® Serta tujuan penelitian yang akan
digunakan sebagai batasan dan acuan dalam melakukan penelitian. Adapun
tujuan penelitian yang akan digunakan sebagai batasan dan acuan dalam
melakukan penelitian. Adapun acuan dalam penelitian ini meliputi :
1. Untuk mengetahui pengangkatan perangkat Desa menurut undang-undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
2. Untuk mengetahui keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam
pengujian undang terhadap undang-undang dasar
3. Untuk mengetahui pengisian perangkat Desa menurut putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 128/ PUU-XI11/2015
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan
setelah selesai melakukan penelitian.kegunaan dapat berupa kegunaan yang
bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, intansi
dan dan masyrakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus objektif dan
realistis. Manfaat penelitian dari penelitian yang akan kami lakukan ini
sebagaimana berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Nantinya diharapakan dapat menambah wawasan terkait dengan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/ PUU-XI11/2015 tentang
pengangkatan perangkatan Desa yang nantinya diharapkan meberikan

kontribusi bagi perkembangan pengetahuan saat ini

® Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Pedoman Penulisan Karya llmiah 78.



b. Selain itu penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan

referensi penelitian yang lain dalam bidang hukum tata Negara, serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan

tentang pemerintahan terutama dalam lingkup pemerintahan Desa

2. Manfaat Praktis

a.

Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum
mengenai kajian hukum serta praktek masyarakat tentang putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  128/PUU-XI11/2015 tentang
pengangkatan perangkat Desa.

Bagi Peneliti/ Penulis

Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang
bersifat konstruktif dalam rangka pelaksanaan rekrutmen perangkat
Desa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-
XI11/2015 tentang pengangkatan perangkat Desa.

Bagi Lembagi IAIN Jember

Bagi lembaga kampus IAIN Jember, diharapkan dapat dijadikan
sebagai tambahan liteatur atau referensi khusunya bagi mahasiswa
yang ingin mengembangkan kajiannnya di bidang ilmu hukum tata
Negara terutama kajian tentang desa. Hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan

teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya.
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E. Definisi Istilah
Definisi istilah merupakan istilah-istilah penting yang yang menjadi
titik perhatian peneliti didalam judul hal ini berguna agar tidak terjadi kesalah
pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh penulis. Hal ini
juga menjadi penjelasan singkat dari isi tulisan ini.
1. Rekrutmen Perangkat Desa
Rekrutmen perangkat desa adalah suatu proses penarikan tenaga
kerja yang dilakukan secara terbuka dengan tujuan mendapatkan sejumlah
calon perangkat desa yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dengan
undang-undang yang berlaku. ’
2. Perangkat Desa
Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.®
3. Putusan Mahkamah Konstitusi
putusan Mahkamah konstitusi adalah putusan Hakim Mahkamah
Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannnya bersifat final dan mengikat.®

7 Agus Surono DKK, Hak Desa Atas Sumber Daya Alam Skala Desa, (Jakarta: UAI Press
Universitas Al- Azzhar Jakarta, 2016), 7.

® pertauran Menteri Dalam Negeri NRI Nomor 83 tahun 2015

? Titik Triwulan Tutik,”Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara di Indonesia”, Cetakan Kedua Edidi Pertama (Jakarta:Kencana Group,2014), 254
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F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahsan skripsi
yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup format penulisan
sistematika pembahsan adalah berebtuk deskriptif, bukan seperti pada daftar
isi. "0
BAB | : pendahluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian
yang meliputi: latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini
memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahsan dalam penelitian
skripsi ini
BAB |1 : bab ini merupakan kajian pustaka yang terkait dengan : kajian
terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu
mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian
dilanjutkan dengan kajian teori yang menjadi pijakan dari bab selanjutnya yang
merupakan penelitian pustaka tentang rekrutmen perangkat Desa pasca putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XI11/2015 dan implikasi yuridisnya
terhadap Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
BAB Il : penyajian data analisis, pada bab ini akan dijelaskan
gambaran objek penelitian, subjek penelitian, teknik pengumupulan data,
analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian
BAB IV : penyajian data dan analisis, pada bab ini akan dijelaskan

gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pada bab ini akan

% Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah IAIN Jember,(Jember : IAIN Jember
Press, 2015), 48.
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dijelaskan tentang gambaran objek penelitian dan penyajian data

BAB V : penutup berisi kesimpulan dan saran, yang didalamnya
mencakup kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-
saran yang tentunya bersifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini akan diakhiri
dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung

didalam pemenuhan kelengkapan data penelitian



BAB I1
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam sebuah karya tulis ilmiah baik skripsi, tesis
ataupun desertasi merupakan serangkaian studi terhadap karya ilmiah yang
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Selain
itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat sejauh mana peneliti
melakukan studi terhadap penelitian yang akan ditelitinya, untuk menentukan
keaslian tulisan dan posisi penelitian yang akan dilakukan.'* Adapun beberapa
karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis, terkait beberapa
diantaranya :

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Yohanes Meigelheis dengan judul
Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Kulon Progo. Di
ajukan Kepada Jenjang Pendidikan Sarjana Program Studi llmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Di Yogyakarta,
2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi
kasus dikabupaten Progoyanag dinggap oleh peneliti. Bahwa pelaksanaan
rekrutmen perangkat desa di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten
Kulon Progo telah berjalan dengan baik sesuai rencana. Pelaksanaan rekrutmen
diawali dengan Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa oleh Kepala
Desa bermusyawarah dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) secara

demokratis dan transparan, yaitu proses pemilihan panitia dilakukan secara

" Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya IImiah IAIN Jember, 52.

13
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terbuka serta melibatkan setiap unsur masyarakat. Panitia terdiri dari unsur
pemerintah desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, maupun para tokoh
masyarakat dengan melibatkan tokoh perempuan, Panitia Pengisian Perangkat
Desa mengawali tugasnya dengan penjaringan yakni menyusun dan
menerbitkan Tata Tertib yang berisi tahapan seleksi Perangkat Desa yang
meliputi persyaratan pendaftaran, jadwal pelaksanaan seleksi, dan lain-lain.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen Perangkat Desa
khususnya pada pengisian Dukuh (Kepala Dusun) adalah ketidak pahaman
warga padukuhan yang diaspirasikan melalui pemilihan, bukan melalui seleksi.
Sehingga Kepala Desa dan Panitia pelaksana Rekrutmen Perangkat Desa harus
mensosialisasikan peraturan untuk memahamkan kepada warga padukuhan
bahwa Dukuh (Kepala Dusun) merupakan bagian dari Perangkat Desa yang
pengadaannya harus melalui seleksi.*? Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kualitatif dengan studi kasus di kabupaten Progoyanag dinggap oleh
peneliti skripsi diatas adalah praktek dilapangan dimana pelaksanaan
rekrutmen kerap kali terjadi perbedaan terutama ketika ganti kepala desa juga
ganti perangkat. Berebeda dengan penelitian yang kami teliti yang mengkaji
dan menganalisa putusan MK Nomor 128/PUU-XI11/2015 dengan fokus
analisa terhadap pasal-pasal yang dibatalkan tekait dengan persyaratan
pencalonan perangkat dengan kajian hukum normatif. persamaan penelitian ini
dengan penilitian kami adalah sama-sama mengkaji terkait rekrutmen

perangkat.

12 Yohanes meigelheis, pelaksanaan rekrutmen perangkat Desa di kabupaten progo,
(skripsi, jenjang pendidikan sarjana program studi pemerintahan bsekolah tinggi pembangunan
masyarakat Desa “APMD” yogyakarta, 20018).
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Kedua, Skripsi yang ditulis Edi Susanto .dengan judul Proses
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri
Nomor 67 Tahun 2017 (Studi Di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten
Muaro Jambi), diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Aulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019. Pengangkatan perangkat desa dilakukan
sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ada dalam permendagri
Nomor 67 tahun 2017. Sedangkan proses pemberhentian Perangkat Desa
Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dilakukan apabila terjadi
dengan tiga alasan yaitu meninggal dunia, permintaan  sendiri dan
diberhentikan. Pemberhentian  Perangkat Desa dilakukan oleh  Kepala
Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. kategori dengan alasan
diberhentikan  yaitu meliputi usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,
dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, Berhalangan tetap, Tidak lagi memenubhi
persyaratan sebagai Perangkat Desa dan Melanggar larangan sebagai perangkat
desa. Proses Pemberhentian Perangkat Desa dengan alasan meninggal dan
Permintaan sendiri ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan
disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling ambat 14 (empat belas)
hari setelah ditetapkan.Sedangkan Pemberhentian Perangkat Desa dengan
alasan diberhentikan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat
atau sebutan lain.

Kendala dalam proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017Di Desa Dalam
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Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi adalah masih adanya
kepentingan Pribadi dan balas budi,jika pengangkatan dilandasi alasan
kepentingan maka menjadi penghalang apabila Perangkat yang diangkat tidak
memenuhi syarat atau tidak cakap dalam bekerja, jika karena kepentingan
dan kedekatan dalam arti ada hubungan kekerabatan maka Pemberhentian
dari segi atau alasan diberhentikan tidak mungkin atau sulit dilakukan.
Hendaknya dalam mengangkat maupun memberhentikan Perangkat Desa
jangan karena kepentingan pribadi tetapi harus secara professional dan sesuai
peraturan yang berlaku, hendaknya kades dapat lebih memahami tugas dan
fungsinya dalam menata kembali Perangkat Desanya, jika dilaksanakan secara
benar Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
dan bertanggung jawab serta dapat melayani masyarakat dengan maksimal.*®
Penelitian terdahulu ini hampir sama dengan penelitian kami. karena, sama-
sama membahas terkait pengangkatan perangkat Desa dan pemberhenhentian
perangkat namun, secara signifikan berbeda dengan penelitian kami karena,
penelitian terdahulu ini pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif
dengan jenis penelitian Field Research artinya penelitian terdahulu ini
mengkaji terkait penerapan PERMENDAGRI nomor 67 tahun 2017 yang
dalam praktiknya ditempat penelitian terdahulu ini dipandang tidak sesuai
dengan aturan yang ada dalam pelasnaan rekrumen perangkat masih banyak

diterapkan atas nama kepentingan jelas perbedaannya dengan penelitian kami

3 Edi susanto, Proses Pengangkatan Dan Pemebrhentian Perangkat Desa Berdasarkan
Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi Di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten
Muaro Jambi), ( Skripsi Fakultas syariah universitas islam negeri suthan thahasaifuddin jambi,
2019).
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yang menliti putusan MK nomor128/PUU-XI11/2015 yang menganalisa terkait
dengan implikasi yuridis dari putusan terhadap Undang-undang Nomor 6 tahun
2014 tentang desa yang sudah jelas dikaji secara normatif. Persamaan
penelitian terdahulu dengan penelitian kami adalah sama-sama mengkaji
perangkat namun, dengan konsep dan metode penelitian yang berbeda.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Mila Anggraeini dengan Judul Analisis
Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-
Xl Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa , diajukan kepada
fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.
Bahwa dikabulkannya permohonan atas judicial review pada ketentuan
persyaratan domisili calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf g nyata telah
melanggar hak konstitusional dan bertentangan dengan beberapa pasal UUD
1945 yang telah dijamin oleh UUD 1945 diantaranya Pasal 27 ayat (1), Pasal
28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat
(2). Akan tetapi, Substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai
dengan kedudukan desa yang memiliki asas rekognisi dan asas subsidiaritas.
Sehingga desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur
pemerintahan daerah, dimana dalam pilkades tidak perlu untuk membatasi
persyaratan tentang domisili terhadap calon kepala desa yang harus terdaftar
sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1
(satu).

Sedangkan analisis dalam konteks Siyasah Dusturiyah masuk dalam

cangkupan pengangkatan imam (khalifan). Menurut Imam Al-Mawardi Al-
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Ahkam As-Sulthaniyyah syarat seorang pemimpin salah satunya harus
bernasab dari suku Quraisy, peristiwa pengangkatan Abu Bakar as-Shiddiq
sebagai pengganti (khalifah) Nabi Muhammad SAW yang berasal dari suku
quraisy, karena mereka telah membawa dan memperjuangkan agama islam di
Madinah. Akan tetapi, dalam pengangkatan pemimpin dari suku Quraisy ini
hanya terjadi pada zaman al-Khulafa ar-Rasyidin.** Penelitian terdahulu ini
hampir sama karena, sama-sama membahas terkait putusan Mahkamah
Konstitusi akan tetapi berbeda dengan penelitian kami ini yang terfokus pada
rekrutmen perangkat dari putusan MK terkait tentang rekrutmen perangkat
yang dikaji secara normatif. sedangkan penelitian terdahulu ini, dipandang
secarah Figih dusturiyah itupun terkait calon kepala Desa yang harus
memenuhi persyaratan berdomisili. artinya, penelitian ini menggunakan teknik
penelitian library resreach dan dokumemnter dengan menggunakan kacamata
figh siyasah dalam melakukan analisa  terhadap putusan MK nomor
128/PUU_XIII tahun 2015 lebih fokusnya peneliti terdahulu mengusung pasal
tentang pesyararan pencalonan kepala desa yang telah dibatalkan dalam
undang-undang nomor 6 tahun 2014. Pesamaannya dengan penelitian kami
adalah sama-sama mebahas tentang putusan MK namun, dengan konsep dan
metode penelitian yang berbeda.

Keempat, Skripsi yang ditulis Salman Alfarezi dengan judul Penelitian
Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-

Undang Nomor 6 Tentang Desa (Studi Di Pekon Negeri Agung, Kecamatan

¥ Mila Anggareini, Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 128/PUU-XIII Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa , (Skripsi Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019).
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Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016), dijaukan kepada Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Lampung 2017. Bahwa menurut
peneliti Proses pengangkatan perangkat Desa di Desa/Pekon Negeriagung
Talang Padang Tahun 2016.Telah sesuai dengan aturan PERKON, PERBUP,
DAN PP RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014. Hanya saja belum trealisasi semua contoh dalam
sarat calon perangkat desa itu harus minimal terahir pendidikan SMU. Dalam
hal ini juga di Desa tesebut minimnya faktor pendidikan.

Selanjutnya, Mekanisme pengangkatan perangkat Desa dalam
pandangan hukum Islam, dilihat dari praktek pengangkatan peminpin Pada
zaman Nabi, Para Sahabat. ialah melalui musyawarah. Pemimpin di angkat
oleh umat atau di baiat, ketentuan baiat menunjukan bahwa Islam telah
menjadikan kekuasan di tangan umat. Artinya, umatlah yang diberi hak untuk
menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan
syara’ tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi
criteria yang di ttapkan oleh syara Dalam Al-quran telah dijelaskan prinsip
kepemimpinan yaitu dalam surat Al-imran Ayat 118 karna dalam ayat tersebut
: Allah telah memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-
orang yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan.Dalam hal ini
pengangkatan perangkat desa atau pemimpin desa tidak ada masalah karna

masih sesuai dengan syara atau aturan yang telah disepakati.'® Penelitian

15 Salman Alfarezi, Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dn
Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa  (Studi Di Pekon Negeriagung, Kecamatan Talang
Padang, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016). (Skripsi Fakultas Syariah Fakultas Syariah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri Lampung 2017).
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terdahulu ini menggunakan pendekatan Field Risreach terkait tentang
pengangkatan perangkat Desa yang beracuan pada dua power hukum yaitu
hukum islam dan hukum nasional atau undang-undang yang diteliti dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan teknik pengumpulan
data menggunakan interview dan dokumenter yang dilakukan oleh peneliti
terdahaulu ini adalah mencocokkan antara teori yang ada dengan fakta
dilapangan. Persmaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan
penlitian kami adalah sama-sama mengnganalisa terkait pengangkatan
perangkat desa akan tetapi dengan konsep dan metode penelitian yang berbeda.

Kelima, Skripsi yang ditulis Novia Amira Hikmah Audina dengan Judul
Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kebunan Berdasarkan
Peraturan Bupati Tegal nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di
Kabupaten Tegal, diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Semarang 2019. Bahwa menurut peneliti terdahulu Pelaksanaan rekrutmen
perangkat desa di Desa Kabunan pada tahun 2017 dilakukan melalui proses
seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan Perangkat Desa, hasil dari
seleksi calon perangkat desa yaitu 2 orang peserta dengan nilai kumulatif
tertinggi  kemudian dimintakan rekomendasi kepada Camat Dukuhwaru,
selanjutnya Camat Dukuhwaru mengirimkan Surat Rekomendasi Perangkat
Desa kepada Kepala Desa Kabunan untuk memilih 1 (satu) orang peserta yang
kemudian diangkat menjadi perangkat desa dengan Surat Keputusan Kepala

Desa.
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Kendala dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan
yaitu alokasi waktu dalam pengumpulan berkas persyaratan administrasi yang
cukup singkat dan kesulitan yang dihadapi Panitia Penjaringan Perangkat Desa
dalam menentukan peserta yang akan direkomendasikan kepada Kepala Desa
Kabunan dan Camat Dukuhwaru.’® Penelitian terdahulu ini menggunakan
penenilitian kualititatif yang mengkaji antara PERBUP Tegal Nomor 74 tahun
2016 dengan fakta lapangan mengingat banyak sekali praktik kecurangan
rekrutmen perangkat. Terfokus di desa kebunan kabupaten tegal lokasi tempat
penelitian. Sehingga dilakukan perbandingan antara teori dengan penerapan
dilapangan. Kesamaan dengan penelitian kami adalah sama- sama mengkaji
tentang rekrutmen perangkat Desa akan tetapi, penelitian terdahulu ini
menggunakan perbup nomor 74 tahun 2016 dan penelitian kualitatif yang
sudah barang tentu sangat berbeda dengan penelitian kami yang menggunakan

normative legal resreach terhadap putusan MK yang dikaji secara hukum

normatif dari keabsahan suatu putusan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No. Judul Perbedaan Persamaan
1 Pelaksanaan Perbedaan dengan | Sama- sama Berpacu
Rekrutmen penelitian terdahulu ini | kepada uu no. 6 tahun
Perangkat Desa Di | adalah objek penelitian | 2014 tentang Desa
Kabupaten  Kulon | lebih kepada penerapan
Progo. prsoedural rekrutmen di
lapangan
2 Proses Penelitian terdahulu ini | Sama- sama meneliti
Pengangkatan Dan | lebih fokus objek | terkait  pengangkatan
Pemberhentian penelitian lebih kepada | perangkat Desa

% Novia Amira Hikmah

Audina, Pelaksanaan Rekrutmen

Perangkat Desa Di Desa

Kebunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegalnomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa
Dikabupaten Tegal, ( Skripsi Fakultas llmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2019).
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Perangkat Desa
Berdasarkan

Permendagri Nomor
67 Tahun 2017
(Studi  Di  Desa

Dalam Kecamatan
Sekernan Kabupaten
Muaro Jambi)

penerapan prsoedural
pengangkatan di lapangan

Analisis Siyasah
Dusturiyah
Terhadap  Putusan
Mahkamah
Konstitusi  Nomor
128/PUU-XIII

Tentang Persyaratan

Penelitian terdahulu ini
mengkaji  putusan MK
Nomor 128/PUU-XIII

perspektif hukum islam

Sama-sama berpacu
pada Putusan
Mahkamah Konstitusi
Nomor 128/PUU-XIII

Domisili Calon

Kepala Desa

Penelitian Penelitian terdahulu ini | Sama-sama mengakaji
Pengangkatan mengkaji UU. No. 6 tahun | UU. No. 6 tahun 2014
Perangkat Desa | 2014 dalam perspektif | tentang Desa
Dalam Pandangan | islam dan menggunakan | pengangkatan
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B. Kajian Teori
1. Eksistensi Pemerintahan Desa Di Indonesia

Ketika, menelaah kembali histori sejarah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebelum merdeka para bangsa-bangsa telah menjalin
hubungan dengan dengan raja- raja dikala itu, sekitaran abad 17 dan
kisaran tahun 1700- 1800 an dengan pemimpin daerah per kotaan hingga
wilayah hukum adat dikala itu telah mejalin hubungan dengan mereka
bangsa eropa dan dikenal dengan bangsa-bangsa jauh sebelum Indonesia
merdeka. Dari sejarah tersebut, sebagai bukti nyata bahwa Indonesia
sekarang telah mengalami perubahan yang sangat signifikan hingga
disatukan dalam satu bingkai dan falsafah yaitu, pancasila. Dengan untaian
histori singkat itu, membuktikan bahwa Indonesia telah ada beberapa
pemerintahan yang dikenal dengan Negara- Negara kecil yang ada pada
saat itu yaitu, skala Nasional, Skala Daerah kabupaten dan masyarakat
adat. Desa yang ada hingga saat ini perlu pengakuan dan perlindungan Hak
terhadap desa  Sehingga lahir undang-undang tentang Desa untuk
memberikan keleluasaan terhadap Desa untuk mengatur Desa tersebut
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa yang kita kenal dengan sebutan
otonomi Desa , adalah otonomi asli atau dapat dikatakan bukan pemberian
dari pemerintah. sedangkan, pemerintah sendiri wajib menghormati
otonomi yang ada di Desa berdasarkan hak istimewa, sehingga Desa dapat
mengelola kebijakan hukum publik ataupun perdata. Karena, Desa

memiliki kekayaan, harta benda dan dapat menuntut hak kepengadilan
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ketika merasa perlu dilakukan untuk mendapatkan keadilan dihadapan
hukum.’

Desa, dalam penjabaran diatas ialah diakui keberadaannya oleh
Negara Indonesia sebagai pelaksana pemerintahan wilayah dalam sitem
hirarki pemerintahan di Indonesia dan diberikan kewenangan untuk
memberikan kontribusi terhadap perkembangan Negara. Akan tetapi
semua itu, seakan dibatasi dengan lahirnya pasal 200 undang-undang
nomor 32 tahun 2004 yang menempatkan Desa sebagai wilayah dalam
naungan kabupaten sepenuhnya. Sehingga pengaruh perkembangan Desa
masih dalam kontrol kabupaten walaupun diberikan kewenangan untuk
membuat otonomi sendiri. Y zakaria mengungkapkan bahwa, Desa adalah
Negara kecil yang mengatur masyarakat pada wilayah yang terbatas akan
tetapi memiliki memiliki kebebabsan dalam menentukan kewenagan atas
dasar kepentingan masyarakat. *®Hal tersebut seharusnya membuat Desa
sebagai institusi otonom yang tak terlepas dari tardisi, adat-istiadat dan
hukum yang relatif mandiri.

Lahirnya undang- undang nomor 32 tahun 2004 di era semangat
reformasi dalam segala aspek kehiduapan Negara berlansung secara cepat
sehingga, pada saat ada praktik yang dirasa kurang relevan dalam
memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa .

Dilakukanlah perubahan seperlunya tanpa konsep secara signifikan akan

7 joko Purnomo, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ,(Yogyakarta: Infest 2016), 3.

'8 Sutoro Eko, Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi Dan Semangat Undang-Undang Desa
,(Jakarta : Kementerian Desa , Pembangunan DaerahTertinggal Dan Transmigrasi Republik
Indonesia 2015), 59.
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tetapi hanya terkait perbaikan teknis tanpa menyingkirkan sesuatu yang

sifatnya prinsipal diantaranya adalah :

a. Desa dirumuskan sebagai Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul
dan adat isiadat yang diakui oleh masyarakat setempat serta juga
diakui keberadannya oleh pemerintahan Negara Republik indonesia.

b. Desa yang semulanya hanya bisa ditemukan dikabupaten akan tetapi,
sekarang bisa ditemukan di Daerah perkotaan

c. Badan perwakilan Desa diubah menjadi badan permusyawaratan Desa

d. Desa dibolehkan membuat lembaga yang dapat memberikan
keuntungan terhadap pemerintahan Desa baik berupa material ataupun
financial yang merupakan usaha milik Desa (BUMDEYS)

e. Masa jabatan kepala Desa yanhg semula 5 tahun menjabat sekarang
menjadi 6 tahun menjabat. *°

Sedangkan Dalam perspektif hukum, lahirnya undang-undang
nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai pergulatan politik sekaligus pergulatan
dialetik yang cukup panjang sebagai basic pembangunan kualitas
kehidapan di Desa . Yang menjadi pembahasan pokok dalam hal ini ialah
permasalahan kewenangan Desa , apakah tersentralisasi atau
desentaralisasi. Akan tetapi, Desa telah memiliki payung hukum yang kuat

dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai bentuk

19 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
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perlindungan bagi Desa melaksanakan kewenangan pemerintahannya.
Namun, itu semua tak akan sukses tanpa ada rekrutmen secara selektif di
dalam menentukan para calon perangkat untuk menduduki suatu jabatan
perlu ketegasan secara prosedural ataupun teknis.
Pemerintahan Desa

Struktural yang ada pada Desa adalah isi dari lembaga atau
institusi Desa, sebagai wadah untuk menampung, mengemban tugas dan
fungsi dalam rangka merealisasikan tujuan dari pemerintahan Desa perlu
struktural dalam menjalankan segala program di dalamnya. Oleh karena,
dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya lembaga Desa sebagai faktor
penyokong terlaksananya roda pemerintahan, agar tercapainya tujuan dari
penyelenggaraan pemerintahan Desa . Struktural lembaga Desa itu sendiri
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat didalm memberikan
peayanan dan pemberdayaan serta pembangunan yang ditujukan kepada
masyarakat Desa . Biasanya suatu lembaga identik dengan istilah
organisasi dimana, suatu organisasi wajib hukumnya memiliki struktural
yang jelas dalam menjalankan oraganisasi tersebut. Agar hubungan kerja
yang ada di organisasi tersebut berjalan dengan semestinya seperti halnya
menjalin kerjasama dengan lemabaga atau oraganisasi demi kesejahteraan
bersama.

Struktural yang ada di pemerintahan Desa sebagai penyambung
lidah dari pemerintah kabupaten ataupun pusat yang memiliki peran

strategis untuk mengatur kehidupan masyarakat demi berkembangnya
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pembagunan yang diinginkan. Dengan dalil-dalil tersebut, perlu kiranya
ada undang-undang yang mengatur tentang Desa untuk mengoptimalkan
kinerja pemerintahan Desa . %

Pemerintahan Desa berperan penting dalam perkembangan suatu
kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintahan Desa adalah
pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat sehingga segala bentuk
aspirasi mudah disampaikan terhadap pemerintahan Desa . Dengan narasi
tersebut dapat kita tarik benang merahnya bahwa, pemerintahan Desa
memiliki amanah yang paling berat dalam pembentukan krakter
masyarakat. Dengan adanya pemerintahan Desa diharapkan mampu
menciptakan kehidupan demokrasi dan pelayanan sosial terbaik yang harus
diberikan. Agar, dapat terwujudnya Negara demorasi yaitu menciptakan
masyarakat yang sejahtera, aman, damai, tentaram dan berkeadilan. Dalam
rangka merealisasikan kewenangan yang diamantkan kepada pemerintahan
Desa untuk mengurus kepentingan masyarakat dibentuklah salah satu
struktural yang berwenanng untuk membuat peraturan di Desa bersama
badan permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala Desa . Lembaga BPD
sejatinya adalah sebagai mitra pemerintahan Desa yang memiliki
kedudukan sejajar dalam penyelnggaraan urusan  pemerintah,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejatinya, sebagai lembaga
legislasi Desa BPD berhak dan memiliki wewenang dalam menolak dan

menyetujui segala aturan yang dibuat oleh Desa sama halnya badan

% Rahyunir Rauf Dan Isri Maulidah, Pemerintahan Desa ,(Yogyakarta: Nusa Media
2015),19-22.
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legislatif BPD juga berhak membuat rancangan peraturan Desa untuk
dibahas seacara bersama.
Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan
Desa yang keanggotaanya terdiri atas kepala dusun, dipimpin oleh BPD
dan tokoh serta pemuka-pemuka Agama yang ada di Desa . Sebenarnya,
musyawarah yang dilakukan ditingkat Desa adalah sebagai wadah serap
aspirasi masyarakat di dalam mengatur, merumuskan serta memutuskan
bersama segala sesuatu yang dibahas di Desa untuk mengawasi jalannya
roda pemerintahan Desa .2 Pembuatan kerangka peraturan Desa dalam
konteks otonomi Daerah seharusnya ditujukan dalam kerangka :
a. Melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat
b. Membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintahan
daerah, pusat serta melindungi prakarsa masyarakat Desa
c. Menjamin kebebasn masyarakat Desa
d. Melindungi dan membela kelompok yang lemah di Desa menjamin
partisipasi masyarakat Desa dalam proses pengambilan keputusan
dengan memastikan suara masyarakat Desa terwakilkan
3. Otonomi Desa Dalam Bingkai Undang- Undang Negara Republik
Indonesia
Sifat-sifat Desa ada empat yaitu: 2
a. Interaksi sosial yang ada di Desa terbangun dari adat atau kebiasaan

dari pergaulan masyarakat Desa secara personal antar sesama penduduk

2! Rahyunir Rauf Dan Isri Maulidah, Pemerintahan Desa, 163
?2 Yusnani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Jurnal Justicia Jurnal
Hukum, (Volume 8 No. 3, Fakultas Hukum Universirtas Lampung, Juli- Sempetember, 2014), 464.
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Desa yang telah tejalin sejak lama. Bahkan banyaknya desa- Desa di
Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Menandai bahwa interaksi sosial yang terbentuk sudah
diterapkan sejak lama.

. Hubungan Desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang
sangat tinggi. Bagi Desa tanah dan ruang yang mereka tinggali bukan
semata- mata runag mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu atau
diolah dan diuangkan sesuka hati. Dari semodel macam itulah muncul
istilah kearifan lokal yang teraktualisasi dalam bentuk-bentuk tindakan
ramah lingkungan masyarakat desa, penghargaan terhadap tanah, udara
dan air.

Kehidupan Desa bukan berlangsung sebagai perkumpulan manusia
yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan
sekumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama, sekaligus
digerakkan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintas sejarah dan terikat
pada ruang. Dimana setiap Desa memiliki adat- istiadat sistem
kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda dan sejarahnya yang
juga berbeda- beda. Contoh seperti halnya, masyarakat Desa dalam
memilih pemimpin atau kepala Desa masih banyak berpatokan pada
trah keturunan sebagai parameter penilaian untuk memilih pemimpin.

. Solidaritas yang kuat terbentuk dari masyarakat Desa biasanya bersifat
mekanis yang kental dengan nuansa kolektivitas. Dalam bentuk

solidaritas semacam itu, masyarakat Desa menjadi kategori subjektif
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sendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling topang. Sehingga
banyak nila-nilai luhur seperti gotong-royong masih banyak ditemukan
dalam masyakat pedesaan, bahkan sanksi sosial terhadap norma yang
dilanggar juga masih banyak ditemukan dilingkunagn desa.

Hak otonomi adalah sebagai bentuk kemandirian untuk mengurus
urusan pmerintahannya sendiri di wilayah hukum adatnya yang menjadi
wilayah kewenangan Desa dan kewajiban yang bersangkutan dengan
urusan pemerintahan. Ada dua pengertian otonomi menurut hukum barat
yaitu : %

Pertama, otonomi dalam arti sempit otonomi hanya mengatur
terkait permasalahan duniawi saja atau terutama terkait pemerintahan saja

Kedua, segala bentuk kebutuhan masyarakta dalam wilayah hukum
adat termasuk dalam ranah kerohanian juaga menjadi tanggungan
pemerintahan Desa dalam menentaskan otonomi Desa

Dari narasi diatas dapat Kkita tarik kesimpulan sejatinya
pemerintahan Desa dalam membuat otonomi harus dibatasi dengan makna
otonomi sempit saja. Mengingat kewenangan pemerintahan adalah perkara
yang bersifat kepentingan umum atau terkait perkara duniawi saja.

Selanjutnya, perjalanan panjang pengaturan Desa , telah ditetapkan
beberapa pengaturan tentang Desa yaitu : undang-undang nomor 22 tahun
1948 tentang pokok pemerintahan daerah, undang-undang nomor 1 tahun

1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, undang-undang nomor

48

%3 Sutoro Eko, Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi Dan Semangat Undang-Undang Desa.,
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18 tahun tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, undang-
undang nomor 19 tahun 1965 tentang Desa praja sebagai bentuk peralihan
untuk mempercepat terwujudnya Daerah tingkat Ill di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik indonesia, undang-undang nomor 5 tahun 1974
tentang pokok pemerintahan di daerah, undang-undang nomor 5 tshun
1979 tentang pemerintahan Desa , undang-undang nomor 22 tahun 1999
tentang pemrintahan Daerah dan undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang pemrintahan daerah.
Otonomi Desa adalah hak, wewenang dan kebebasan otonomi Desa
di dalam menuntut tanggung jawab agar terpeliharanya integritas persatuan
dan Kesatuan Republik Indonesia serta terwujudnya kesejahteraan
masyarakat terutama di Desa .>* Dalam undang-undang nomor 32 tahun
2004 urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa adalah:®
a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa dan
urusan wewenang pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten
atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa
b. Tugas pembantuan dari pemerintahan baik provinsi ataupun kabupaten
atau kota disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM
c. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada Desa

24 Rahyunir Rauf Dan Isri Maulidah, Pemerintahan Desa, 20
2> undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
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4. Struktur Pemerintah Desa

Menurut PP nomor 57 tahun 2007 Desa adalah merupakan
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengururus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.?®
Menurut soetardjo, Desa dapat diapahami sebagai suatu Daerah Kesatuan
hukum vyang bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa
mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian diatas adalah pernyataan
yang dimaksudkan bahwa Desa berhak mengatur pemerintahan Desa
dengan mandiri atau mengadakan otonomi sendiri demi kepentingan
masyarakat adat yang ada di wilayah kewenangan Desa terkait. Sebagai
Negara yang majemuk dan multikultural yang menganut asas
desentarlisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dimana,
kewenangan pemerintahan pusat dilimpahkan kepada Daerah dan juga
untuk melakukan otonomi secara mandiri.

Pemerintahan Desa adalah sebagai penyelenggara pemerintahan di
wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia pemerintahan Desa terdiri atas :

a. Kepala Desa
Kepala Desa adalah sebagai jabatan terntinggi ditingkat Desa di

dalam menyelenggarakan roda pemrintahan bersama dengan mitra

2 peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2007
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kerjanya yaitu, badan permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan
kepala Desa itu berhak menjabat selama 6 tahun dan 3 kali menjabat.
Dan kepala Desa juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan di
wilayah kewenangannya bersama yang disepakati oleh mitra kerjanya
atau BPD dan seluruh elemen yang masuk dalam anggota MUSDES.
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban
begaimana di maksud dalam pasal 26 undang-undang nomor 6 tentang
Desa , kepala Desa wajib :*’
1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa setiap
akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
2) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa (BPD) setiap
akhir tahun anggaran
3) Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintah secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir
tahun anggaran
b. Perangakat Desa
Perangkat Desa adalah sebagai pembantu kepala Desa dalam
urusan pemerintahan perangkat Desa tediri dari :
1) Sekretariat Desa
Sekretariat Desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam

bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam

?" Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa
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melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Sedangkan
kepala urusan memiliki tugas untuk membantu sekretaris Desa
dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya

2) Pelaksana Wilayah
Pelaksana kewilayahan merupakan salah satu komponen pembantu
kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Petugas
kewilayahan ini pembentukannya secara proposional antara

pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan keungan Desa

3) Pelaksana Teknis
Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai dengan PP
nomor 43 tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas tiga
bagian.?
c. Badan Permusyawaratan Desa
Badan permusyawaratan Desa atau dengan kata lain adalah
legislasi Desa. Lembaga BPD ini, yang melaksanakan fungsi
pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa . Anggota BPD

adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang berdasarkan pada

28 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
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keterwakilan kewilayahan. Anggota BPD dipilih secara demokratis oleh
Ketua RT, ketua RW, pemangku Adat, golongan profesi, tokoh Agama,
dan tokoh pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan BPD adalah 6
tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan
berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap
jabatan sebagai kepala Desa dan perangkat Desa . BPD berfungsi untuk
menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa dan menampung
aspirasi masyarakat serta sebagai penyambung lidah masyarakat.
Fungsi BPD yaitu:
1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa
2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3) Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa
. Kerjasama Desa

Demi kepentingan pembangunan Desa dapat melakukan
kerjasama yang harus diatur dengan kesepakatan bersama dan
melakukan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kerjasama
yang dilakukan antara Desa dengan Desa dengan adanya pihak ketiga
maka dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan juga
dapat membentuk badan kerjasama untuk mengoptimalkannnya.
Pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak ketiga lainnya dalam
melakukan pembangunan kawasan pedesaan harus mengikut sertakan
pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksana

pembangunan kawasan pedesaan ini diatur dengan perda dengan
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memperlihatkan :

1) Demi kepentingan masyarakat Desa

2) Kewenangan Desa

3) Kelancaran pelaksanaan investasi

4) Kelestarian lingkungan hidup

5) Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum

Sokongan yang harus dilakukan oleh Kabupaten/Kota terhadap
kinerja pemerintah Desa yang diberikan kewenangan untuk
menjalankan otonomi secara mandiri atara lain :

1) Memberikan akses dan kesempatan kepada Desa untuk menggali
potensi sumber daya alam yang berada di wilayah kewenangannya
untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan Desa tanpa
mengabaikan fungsi kelestarian, konservansi, dan pembangungan
yang berkelanjutan

2) Mencanangkan bantuan pembiayaan terhadap Desa sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku

Menjadi fasilitator dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah,

lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen pokok

yang menjadi kebutuhan masyarakat yang lainnya di Desa melalui
pembinaan, pelatihan, arahan dan supervisi
5. Konsep HAM Dalam Teori Persamaan Dan Perbedaan
Hak asasi manusia adalah sebagai kristalisasi berbagai macam

nilai yang membahas tentang manusia bahkan seluruh aspek
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kehidupannya. Hal pertama titik poin dari hak asasi manusia adalah
mengenai kehidupan dan martabat. Martabat manusia akan terganggu
ketika mereka merasa bahwa mereka dalam keaadaan terncam atau
merasa hak personal merasa direnggut. Gagasan utama yang menjadi titik
poin terkait martabat manusia yang harus dijunjung tinggi menjadi esensi
dari perbincangan HAM yang harus dilindungi. Bahkan, semua agama
memperjuangkan hal itu semua sebagai tindakan memuliakan martabat
para pengikutnya. Selain itu, prinsip kesetaraan yang menjadi prinsip
fundamental yang harus diakui secara normatif. Kemudian hak asasi
manusia dianggap norma yang universal yang dapat diterapkan disemua
tempat dan keadaan sistem politik serta ekonomi seperti apapun.

Gagasan universalisme ini, sejatinya berkembang dengan
semboyan yang sering mereka hidangkan adalah “semua hak asasi
manusia untuk semua” hal ini sebagai faktor penyokong bagi penganut
sistem universalitas yang seharusnya hak asasi manusia itu bisa berbeda
dengan keadaan yang juga berbeda. %

a. Teori Persamaan
Dalam teori ini adalah atau universlime yang mengklaim
bahwa hak asasi manunsia harus lah sama di semua tempat. Bahkan
di dunia internasional harus tetap dipandang sama terkait kesetaraan
perlindungan, keamanan fisik, kebebasan berbicara kebebasan

beragama dan kebebasan berorganisasi harus dipandang sama di

% Eko Riyadi, Hukum Hak asasi Manusia perspektif internasional, regional dan nasional,(
yogyakarta, rajawali press 2017), 6.
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semua tempat. Sehingga hak yang ada dan dimiliki oleh seseorang
maka tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga
paham teori universalis ini mengkritik relativisme dengan beberapa
argumen yang disampaikan. J. Shestack mengatakan bahwa
pandangan relativis tidak dapat di di jadikan sumber acuan dengan 4
alasan yaitu :*°
1) Para filsuf yang mengadakan penelitian tentang hasil kajian
antropologi menunjukkan bahwa pandangan relativisme tidak
dapat dipertahankan
2) Para relativis umumnya memilih budaya sebagai statistis dan
diromantisir
3) Perkembangan teknologi kemungkinan kebudayaan sebagai
sistem yang tertutup
Hak asasi manusia yang melalui hukum internasional telah
menjadi bagian dan norma yang memiliki kekuatan memaksa
Sehingga dengan kata lain konsep teori universalis ini tak mengakui
atau tidak berkenan untuk menerima eksistensi budaya dapat sebagai
suatu yang juga dipengaruhi oleh budaya yang akan memeperkuat
hak asasi manusia itu snediri. Dengan tidak adanya sokongan dari
kebudayaan terutama masyarakat Desa  yang kental dengan
kebudayaan dan adat istiadat yang menjadi patokan dalam segala

tindakan. Yang perlu kita ingat juga bahwa budaya yang ada di suatu

% Philipus M. hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina
lilmu) 53.
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Negara adalah aset yang harus dipelihara dan di lestarikan.
b. Teori perbedaan

Dalam teori perbedaan ini berpandangan bahwa hak asasi
manusia ialah bersifat relatif yang bisa berubah-ubah yang
disebabkan suatu hal yang dapat diakui dan memiliki kekuatan
hukum. Sehingga muncul jika, konteks nya adalah Desa maka
relativisme budaya di suatu Desa . Telah banyak kami paparkan
dalam penelitian ini bahwa Desa hidup dengan prosedural adat-
istiadat yang ada pada Desa atau wilayah tertentu. Relativisme ini
berpandangan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas
harus disandingkan sesuai dengan konteks budaya yang melakukan
perlindungan dan instrumentalisasi. Hak asasi manusia merupakan
bentuk arogansi atau penjajahan budaya dari bangsa barat jika tidak
adat kebudayan lokal dipertahankan. Dengan lahirnya universalisme
akan merusak aturan adat yang sudah berlaku dan diyakini oleh
masyarakat. Teori universalisme mendapatkan pertentangan dari
beberapa kelompok besar yaitu :*
1) Kelompok kapitalisme radikal, kelompok ini berpandangan

bahwa hak ekonomi adalah tidak relevan dan tidak realistis

2) Kaum tradisional, kelompok ini berpandangan bahwa

masyarakat tradisonal harus diperbolehkan melanggar hak asasi

$'philipus M. hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 44.
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manusia ketika hak asasi manusia tersebut bertentangan dengan
aturan-arturan tradisional tentang prilaku sosial yang tertata
3) Kaum konservatisme reksioner, kelompok ini berpandangan
bahwa ide tentang kebebasan telah memunculkan akses zaman
berupa pembebasan perempuan,tuntutan hak kaum gay (homo
seksual dan lesbian) dan mengakibatkan hancurnya keluarga
4) Kelompok kolektivisme kiri, kelompok ini berpandangan bahwa
hak asasi manusia yang paling penting adalah penetuan nasib
sendiri dan pembebasan dari kontrol Negara barat serta
pembahasan perusahaan multi nasional
5) Kelompok status radikalisme, kelompok ini berpandangan bahwa
beberapa kelompok manusia diingkari hak asasinya secara
menyeluruh karena identitas dan status sosialnya
Adanya lima poin diatas adalah sebuah bukti bahwa
masyarakat diselurun dunia ingin menjalankan kehidupannya
masing-masing dan menyesuaikan dengan kebudayaan atau
kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah selama tidak keluar dari
garis batas ketidak wajaran. Terutama kalau di Indonesia adalah
pentingnya menghargai dan melestarikan hak tradisonal
masyarakatnya. Dimana Indonesia banyak sekali memilik budaya
dan adat istiadat. Dengan begitu, mereka yang memiliki kebudayaan
sendiri dan kebiasaan sensdiri diberi kesempatan untuk berekspresi

tanpa harus dipasung dan di kungkung oleh Negara dengan dalih
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HAM tanpa melihat kebutuhan yang disesuaikan dengan masyarakat

dalam mengambil suatu tindakan hukum.



BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk mengetahui suatu yang mempunyai
langkah-langkah  sistematis.  Tujuannya untuk  memperediksikan  atau
memperkirakan, mengontrol dan menjelaskan gejala-gejala yang teramati guna
mendapatkan kebenaran yang di inginkan. Dari beberapa pakar berpendapat,
bahwa penelitian adalah suatu hal melalui metode ilmiah.

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam
mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang
telah dilakukan atau juga dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.*> Dengan kemampuan
untuk memperoleh data-data yang diharapkan dan diperlakukan dan diperlukan
yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis
melakukan teknik teknik pengumpulan data sebagai berikut :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perudang-undangan
dipilih karena penelitian ini berangkat dari peraturan perundang-undangan,
sedangkan pendekatan kasus dipilih karena melakukan telaah terhadap kasus
yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi keputusan
pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative (normatif legal

%2 Sugiono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualititatif, (Bandung : CV. Alfabeta,2013), 2.
%3 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta,2002), 126.
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research) dengan fokus Kkajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
128/PUU-XI111/2015. Yang mana hukum yang telah diputuskan akan di
kroscheck kembali, untuk memperoleh sebuah solusi untuk persoalan hukum
dan penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Maka dalam penelitian ini
akan menguraikan tentang bagaimana rekrutmen perangkat desa pasca putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XI11/2015 dan implikasi yuridisnya
terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Setelah menguraikan peneliti akan menganalisa terhadap rekrutemn
perangkat desa pasca putusan Mahkamah Konstitusi sehingga memperoleh
pemahaman terperinci dan menyeluruh.

B. Subyek Penelitian

Objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah rekrutmen
perangkat desa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-
XI111/2015

C. Sumber data

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan yang
mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan
terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri
dari:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/Puu-Xiii/2015
e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007
f. Peraturan Menteri Negeri 67 Tahun 2017
g. Peraturan Menteri Negeri 83 Tahun 2015
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan
terhadap hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara
yuridis. Adapun bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku,
literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari
sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber
primer dan sekunder yang meliputi kamus besar bahasa Indonesia serta
insiklopedia
D. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data Dalam penelitian ini dilakukan dengan
studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan
penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian jurnal
ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian).
Bahan hukum hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan
indentifikasi  peraturan  perundang-undangan, serta kalsifikasi dan
sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena it,
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah,
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mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan
penelitian ini.
E. Analisis Data
Bog dan Taylor memberikan pengertian analisis data sebagai proses
yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan
ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan
bantuan tema dan ide. Analisis data ini memberikan gambaran bagaimana
peneliti akan melakukan pengolahan data, seperti proses pelacakan,
pengaturan dan klasifikasi data yang akan dilakukan.®*Dalam penelitian ini
penulis dan sekaligus sebagai peneliti memberikan analisis yang dilakukan
dengan memahami dan merangkai data tersebut secara sistematis, kemudian
ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan cara dedukatif yaitu
dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian
ditarik kesimpulan secara khusus, analisis data dilakukan secara interaktif dan
berlangsung terus menerus hingga tuntas.
F. Keabsahan Data

1. Keabsahan Data Secara Internal

Untuk menghasilkan keabsahan data yang sempurna ada beberapa tahapan

yang perlu dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketekunan, hal ini berarti melakukan pengamatan secara

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan

itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data

% penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah, 47
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yang telah ditentukan salah atau tidak. Misalnya peneliti membaca
kembali berbagai buku referensi buku, hasil penelitian dan
dokumentasi yang terkait dengan yang diteliti.*

b. Triangulasi yang Wiliam Wiersma mengatakan bahwa triangulasi
dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari
berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.*

c. Analisis kasus negatif (negative case analysis). Merupakan kasus yang
tidak sesuai dengan hasil penelitian pada saat tertentu. Peneliti
berusaha mencari data berbeda atau bahkan yang bertentangan dengan
data yang telah ditemukan. Namun jika tidak adalagi data yang
berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka data tersebut sudah
dapat dipercaya.

G. Langkah — Langkah Penelitian
Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan beberapa langkah
supaya memberikan penelitian hukum yang berkualitas, adapun langkah-
langkahnya sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai

relevansi juga bahan-bahan non hukum

% Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantiatif, Kualitatif, dan R&T,
(Bandung: Alfabeta, 2010), 270

% Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantiatif, Kualitatif, dan R&T,
273
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3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun
dalam kesimpulan
Langkah-langkah ini dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang
bersifat perspiktif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum,nilai-nilai
keadilan, validitas aliran hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma
hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum mentapkan standar prosedur,
ketentuan-ketentuan atau rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.
Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap

penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.



BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014
1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

Indonesia adalah Negara kesatuan dengan Negara majemuk dan

berbentuk Republik dengan kemanjemukan Negara untuk melaksanakan

roda pemerintahan. Indonesia dibagi menjadi beberapa hirarki
pemerintahan yaitu, pusat, daerah dan Desa dengan hirarki tersebut perlu
adanya sistem pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan dari
pemerintahan pusat hingga daerah bahkan, samapai ke Desa . Istilah Desa ,

pada pasal 1 ayat (1) dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui

dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik
Indonesia. Pemerhati tentang Desa yakni bouman yang menyatakan : *"

Desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak
beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal, Kebanyakan yang

termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan lain sebagainya.

%7 Suharno, Mengadili Kebijakan Perspektif Demokrasi Dan Negara Hukum, (Surakkarta :
CV. Indontama Solo 2020), 10.
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Usaha yang dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, di Desa sendiri
terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang erat, ketaatan dalam tradisi
dan kaidah-kaidah sosial”.

Terkait tentang pengetian Desa ~maka unang sunardjo juga
memberikan definisi yang tidak jauh berbeda tentang gambaran
keberadaan suatu Desa , unang sunardjo menyatakan, bahwa:*

“ Desa adalah suatu wilayah tertentu batas-batasnya yang
memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena
unsur keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan
politik ekonomi, sosial, keamanan, memiliki susunan pengurus
yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu
dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri”.

Akan tetapi, setelah kita menelisik kembali secara formal sampai
sekarang belum ada yang secara eklusif yang mengatur terhadap kelompok
masyarakat hukum adat (KMHA) tersebut.®® Pengertian dari KMHA
masih banyak tafsir pakar yang variatif dan belum ada yang disepakati
oleh para pakar terkait dengan pengertian hukum adat diantaranya adalah
%% menurut Ter Haar di dalam bukunya yang berjudul “beginselen en
stelsel vamn het adat recht”. Dia mengungkapkan bahwa : “ngeordende
groepen van blijvend character net eigebn beweind en eigen materieel

vermogen”. Makna bebasnya adalah kelompok-kelompok teratur yang

sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda

%8 Suharno, Mengadili Kebijakan Perspektif Demokrasi Dan Negara Hukum 12.

% “merumuskan masyarakat hukum adat sama sekali tidak sederhana dengan membuat
definis hukum atau sistem hukum. Artinya , terlalu sulit dirumuskan dalam satu rangkaian yang
dapat memberikan pengerian yang utuh tentang apa yang sebenarnya di definisikan. Akan tetapi,
sebuah tulisan yang perlu dirangkai berdasarkan pemikiran ilmiah yang dapat menggunakan
sebuah definisi konsep yang dibuat sendiri oleh si penulis tanpa barnd terikat pada definisi-definisi
yang pernah atau akan dibuat oleh orang lain”.

“0 Zuhraini, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia
,(Bandar Lampung: Harakindo Publishing 2014), 9.
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materiil maupun in materiil.** Sudah barang tentu rumusan yang sangat
pendek itu, didahului dengan suatu penjelasan yang panjang lebar, disertai
dengan contoh-contoh dari berbagai daerah di Indonesia . Penjelasan Ter
Haar tersebut, kemudian disajikan lagi soepomoe, di dalam bukunya
kemudian dia mengungkapkan di dalam bukunya bahwa, diseluruh
kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan
hidup di dalam kelompok-kelompok yang bertingkah laku sebagai
kesatuan termasuk dunia luar, lahir dan batin. Kelompok tersebut juga
memiliki struktural yang disesuaikan dengan kebiasaan atau adat-istiadat
yang berlaku di daerah tersebut sebagai khas bagi mereka. Kelompok
tersebut kata soepomoe yang disebut dengan kelompok mayarakat atau
kesatuan hukum adat. Selanjutnya, menurut soepomo, bahwa penjelasan
mengenai badan-badan persatuan masyarakat tersebut, hendaknya tidak
dilakukan secara dogmatis. Akan tetapi, di sesuaikan dengan adat
kehendak masyarakat yang ada. Huzairin juga berpendapat bahwa,
masyarakat hukum adat seperti Desa di jawa, marga di sumatera selatan,
nagari di kminagkabau, kuria di tapanuli dan wanua di sulawesi selatan.
Adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki persiapan
untuk menjadi mandiri dalam artian, dapat mempunyai kesatuan hukum
yang harus diakui. Kesatuan penguasa dan kesatuan lingkunagan hidup

berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

* Zuhraini, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia,
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Keberadaan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat
memberikan pemahaman mendalam bahwa institusi Desa bukan hanya
sebagai formalitas administratif saja. Akan tetapi, juga sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang harus dihargai, di istimewakan, dilestariakn dan
dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia sesuai dengan pasal
18 B ayat (2) UUD 1945. Desa di Indonesia pada umumnya memiliki
suatu bentuk pemerintahan terendah yang ada di Negara Indonesia yaitu,
pemerintahan Desa dan hal itu ditegaskan dengan pasal 1 ayat (2)
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Yyang menyatakan
bahwa, pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
kesatuan Republik Indonesai. Pemerintah di tingkat Desa merupakan
tatanan terkecil dari sebuah Negara.

Dimana, baik buruknya pemerintahan pusat juga ditentukan dengan
pemerintahan di tingkat Desa . Dengan adanya pemahaman dan
pengaturan yang begitu kompleks seharusnya dapat memberikan
rangsangan terhadap kemajuan Desa. Dengan, adanya putusan MK mampu
mengoptimalkan sehingga ada dampak hukum yang baik dikarenakan
pembatalan adalah pembaruan untuk lebih baik dan maksimal dalam

penerapannya sehingga ada akibat hukum yang diciptakan.
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2. Kriteria Calon Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014
Demi tercapainya, suatu pemerintahan yang baik dan maksimal
dalam pelaksanaannya sangat diperlukan kompetensi dari perangkat atau
penggerak roda pemerintahan di Desa khususnya sebagai acuan terhadap
berkembangnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
maksimal mengingat pemerintahan Desa adalah yang paling dekat dengan
masyarakat dibandingkan dengan pemerintahan atau pejabat yang lain.*?
Pemerintahan Desa sebagai bentuk pemerintahan tertua yang telah ada
bahkan sebelum Indonesia merdeka, eksistensinya masih tetap eksis dan
diakui oleh pemerintahan Indonesia hingga saat ini. Melalui subtansi yang
terkandung dalam pasal 18 UUD 1945, Desa diakui secara hak asal-usul
dan hak konstitusionalnya. Di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa, lebih spesifiknya dalam pasal 48, telah ditegaskan bahwa
perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa , pelaksana kewilayahan dan
pelaksana teknis. Sehingga di dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa perangkat Desa diangkat
dari warga Desa yang memnuhi persyaratan, yang secara tegas didalam
pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhui untuk
diangkat sebagai perangkat Desa adalah : **
a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang

sederajat

*2 Dikutip dari tesis lis mardelli, kedudukan Desa dalam sistem ketat negaraan republik
Indonesia ,(tesis, mangister ilmu hukum atmajay yoyakarta 2016),17-88.
8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
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b. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun
c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa

paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
d. Syarat lain ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing

3. Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa
Prosedur pengangkatan perangkat Desa adalah ritual yang harus

dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih terkonsep. Pengangkatan
perangangkat Desa adalah hal terpenting bagi penentu kemajuan Desa
agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang akan menimbulkan tidak
maksimalnya kinerja pemerintahan, oleh karena itu perlu diadakan dengan
mekanisme dan prosedural yang matang dan bagi perangkat Desa harus
melalui prosedur berikut agar bisa diangkat dan tahap-tahapannya secara
rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa :
mekanisme pengangkatan perangkat Desa pasal 4 yaitu :**
a. Pengangkatan perangkat Desa  dilaksanakan melalui mekanisne

sebagai berikut :

1) Kepala Desa dapa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua,

seorang sekretaris dan minimal seorang anggota
2) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon

perangkat Desa yang dilakukan oleh tim

* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa
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Pelaksanaan penyringan dan penjaringan bakal calon perangkat
Desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat
Desa kosong atau diberhentikan

Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa
sekuarang- kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala
Desa dan Camat

Camat memeberikan rekomendasi tertulis terhadap calon
perangkat Desa selambat-lambatnya 7 hari kerja

Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau
penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan

Dalam hal ini camat memberikan persetujuan, kepala Desa
menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pengangkatan
perangkat Desa

Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala Desa
melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat

Desa

Dengan melihat kepada pasal-pasal diatas sudah sangat jelas

bahwa penentu dari ujung tombak kesemuanya adalah kepala Desa dan

camat didalam melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap bakal

calon perangkat Desa  agar tidak terjadi kong- kalikong demi

kesejahteraan serta kemajuan pemerintahan suatu Desa. Jika hal itu terjadi,

dampak yang sangat fatal adalah tidak maksimalnya praktik undang-

undang dan tidak berjalannya demokarsi demi menjamin segala hak
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personal masyarakat atapun komunal masyarakat
B. Keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-

Undang terhadap Undang-Undang 1945

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan pentingnya
kreativitas dan kepeloporan hakim dalam penegakan hukum, menempatkan
keadilan di atas hukum dan bukan sebaliknya. Kreativitas dalam konteks
penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan
hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum,
bahkan bila perlu melakukan rule breaking. Terobosan ini diharapkan dapat
mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu hukum
yang membuat bahagia. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam studi
ilmu hukum adalah mengenai sumber hukum. Sumber hukum adalah segala
sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum atau asal mulanya
hukum. Sumber hukum menurut Kansil dapat dilihat dari segi materiil
dan segi formil. Sumber hukum formil antara lain, yakni: undang-undang
(statute), kebiasaan (custom), keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi)

dan traktat (treaty). *°

Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang,

menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan sesuai atau

o Mirja Fauzul Hamdi, “Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam
Merekonstruksi Hukum Acara”, jurnal legislasi 16, No. 3 (September 2019): 313-324
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bertentangan (tegengesteld) dengan Undang-Undang Dasar. “®Manakala

Mahkamah Konstitusi memandang suatu undang-undang bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar maka undang-undang tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2

(dua) macam pengujian undang-undang:

1. Pengujian undang-undang secara formal (formele toetsing), yakni
pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena proses
pembentukan undang-undang tersebut dianggap pemohon tidak
memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

2. Pengujian undang-undang secara materiil (materieele toetsing), yakni
pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat
materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang
dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam
hal suatu pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar maka
undang-undang tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi
yang secara tegas menyatakan materi muatan suatu undang-undang, pasal
dan/atau ayat bertentangan dengan Undang- Undang Dasar (declaratoir),

akan menyebabkan kekuatan hukum mengikat dari ketentuan undang-

“ prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH., MH, “Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal
legislasi Indonesia 1. No. 3 (November 2004)
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undang tersebut akan hilang, dan melahirkan keadaan hukum baru
(constitutief). Karena itu putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan
(prospektif) dan tidak berlaku surut. Artinya, putusan Mahkamah
Konstitusi tidak meniadakan peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya
karena ketentuan undang-undang tersebut masih berlaku sebelum
dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi
menjadi kata akhir dari pemberlakuan sebuah norma/ketentuan undang-
undang yang kedudukannya setara dengan Undang-Undang itu sendiri
(negative legislature) .

Putusan final Mahkamah Konstitusi selain memiliki kekuatan
mengikat, juga memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.
Apabila sudah diucapkan dan dimuat dalam berita negara untuk diketahui
secara umum, seluruh warga negara dan penyelenggara negara terikat untuk
tidak lagi menerapkan lagi ketentuan undang-undang yang telah dinyatakan
inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika
dilanggar, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (konstitusi)
yang berakibat batal demi hukum. Namun demikian tidak ada sanksi yang
bisa diberikan bagi siapa pun yang melanggar.

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat
negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak
ke depannya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa

yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan
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negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim berdasar Undang-
Undang Dasar 1945 maupun undang-undang.*’ Pasal 56 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan,
yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan
permohonan ditolak.16 Namun dalam perkembangannya, putusan
Mahkamah Konstitusi dengan amar dikabulkan memiliki beberapa model
putusan yang salah satunya adalah :
1. Model Putusan yang Merumuskan Norma Baru
Putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengubah atau membuat norma
baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga
norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu
masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan
konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat.
Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap
konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir
yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi
maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional
sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”® Salah satu

*"Maruar Siahan . Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.(Jakarta: Sinar Grafika.
2011), 201

8 Syukri Asy’ari, dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
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contohnya adalah putusannya adalah PMK nomor 128/PUU-XI11/2015
yang berisikan tentang penghapusan Pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat
(1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang kami
teliti ini.

Dalam sebuah jawaban atas pertanyaan pers, seorang menteri
mengatakan bahwa benar hakim Mahkamah Konstitusi adalah legislator
dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan
perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang
yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas mungkin benar pendapat demikian, jika
eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan
pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana
diperintahkan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi. Akan tetapi, melalui putusan pengujian suatu undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap dianggap mempunyai
kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan dalam hukum acara
peradilan biasa, namun hal itu tidak memberi hak pada pemohon untuk
meminta dilaksanakannya putusan tersebut dalam bentuk perubahan
undang-undang yang telah diuji Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi,
perkembangan ke depan mungkin mengalami perubahan pendirian hal

ini, baik karena kebutuhan maupun karena pemikiran- pemikiran teoritis

Pengujian Undang-Undang Studi Putusan Tahun 2003-2012”, Jurnal Konstitusi 10, No.4,
(2013): 692.
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artinya Putusan MK itu bisa dibatalakan sesuai dengan tunutan

kebutuhan. *°

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XI111/2015

1.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 128/PUU-XI111/2015

Menurut pendapat para a quo diapandang beberapa UU tentang
Desa menyalahi aturan atau tidak sejalan dengan UUD 1945.
Seharusnya, dengan adanya UU Desa  menjamin terhadap hak
konstitusional semua masyarakat Desa yang berdomisili di Desa
setempat baik itu yang baru berdomisili ataupun tidak begitu lama.
Problem ini yang dijadikan landasan bagi APDESI untuk bergerak serta
mengajukan judicial review kepada MK agar mendapatkan kesetaraan
Hak. Mahkamah Konstitusi memaknai Desa  sebagaimana yang
dimaksud dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah masyarakat
Desa yang terstruktur dalam konteks wilayah kewenangan pemerintahan
daerah. Sejatinya sebagai wilayah hukum pemerintahan daerah,
pengangkatan perangkat dilakukan pemilihan secara langsung dan
demokratis oleh masyarakat Desa tanpa harus ada pihak yang dirugikan
dalam pengangkatan perangkat Desa . MK berpandang dirasa perlu
pengangkatan perangkat Desa tidak harus mensyaratkan berdomisili 1
tahun sebelum pendaftaran sesuai dengan pasal 50 ayat (1) huruf UU,

no. 6 tahun 2014. Karena, ketentuan tersebut dianggap bertentangan

* Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 212.
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dengan pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan

“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Dengan sokongan, masyarakat Desa kearah yang lebih baik
didalam berpandangan dan bersikap serta dalam menjalankan roda
pemerintahan yang lebih efektif dan aktif secara berkemajuan lebih baik
kedepannya terutama pemenuhan pembangunan baik sistem atau SDM
itu sendiri. Kehidupan masyarakat dengan menjungjung tinggi adat atau
kebiasaan yang ada di Desa atau masyarakat Desa , diberikan kebebasan
untuk berekspresi dalam berkompetisi dan menjalin kerjasama secara
sehat, tertib dan damai agar tercapai apa yang diinginkan masyarakat
juga pemerintahan terutama yang di cita-citakan undang-undang.
Masyarakat Desa  perlu ada peningkatan kesejahteaan terhadap
kehidupan masyarakat Desa agar ada perkembangan ke arah yang
berkualitas dan merata dalam memberikan rasa berkeadilan sosial
tehadap semua elit masyarkat tanpa membedakan status sosial dan
ekonomi mereka. Sudah saathnya Desa mempunyai terobosan dan
menjadi lebih modern lagi agar tidak hanya stagnan pada satu titik saja.

Di Indonesia sendiri masyarakat Desa dan masyarakat adat
berbeda sistem kehidupan dan pemerintahannya. MK perpandangan
bahwa UU No. 6 tahun 2014 perlu dipertegas kembali bahwa, sistem
pemerintahan Desa masih dalam naungan pemerintah daerah, peraturan

desa sendiri adalah sebagai dari peraturan daerah dalam plot
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melaksanakan peranannya sebagai pemerintahan, sehingga Desa menjadi
tangan kanan dari pemerintahan Negara indonesia. Sudah selayaknya
pemilihan “kepada Desa dan perangkat Desa ” tidak perlu dibatasi
dengan mensyaratkan bahwa calon harus “terdaftar sebagai penduduk
dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun
sebelum pendaftaran”.*°Hal tersebut dipandang MK digiyaskan kepada
syarat pencalonan Pemerintahan Daerah dalam pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat
terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat
tinggal di daerah setempat. Pemerintahan Desa tidak dapat terlepas dari
logika pemikiran hukum atau peraturan yang harus sejalan dengan
pemerintahan Negara kesatuan reoubluk Indonesia secara umum. Bahwa
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana
tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan,
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial ". Prinsip kesatuan dalam NKRI yang dinyatakan secara tegas
dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari upaya

membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi

% 1smail Hasani, Dinamika Hak Konstitusional Warga, (Jakarta: Pustaka Masyrakat Setara
2013), 136.
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segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dasar berdirinya bangsa
Indonesia dalam Negara kesatuan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa
Negara menghormati kedudukan daerah-daerah dan segala peraturan
Negara mengenai daerah-daerah dengan mengingati hak-hak asal usul
daerah tersebut.

Keberadaan daerah-daerah tersebut tetap diakui dan diberikan
jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI. Keberagaman
karakteristik dan jenis Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak
menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa untuk menjatuhkan
pilihannya pada bentuk Negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa
dalam suatu Negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi NKRI
tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan
masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. >*

Dalam kaitannya susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah telah ditegaskan dalam UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). Bahwa UU 6/2014 disusun dengan
semangat penerapan amanat UUD 1945, termasuk di dalamnya
pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B

ayat (2) UUD 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai

*! Safruddin Bahar, Membangun Indonesia Negara-Kebangsaan dan Masyarakat Hukum
Adat, (jakarta:Verbum Publishing Cetakan Pertama 2009), 46.
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dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. **Walaupun demikian,
kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak
asal-usul ayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan
sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-
governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan
masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah
Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa adat. Dengan tetap
memperhatikan kekhasannya di sejumlah daerah, Desa dan Desa adat
pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, sedangkan
perbedaannya hanyalah dalam implementasi tentang hak asal-usul,
terutama menyangkut pelestarian sosial Desa adat, pengaturan dan
pengurusan wilayah adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi
masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan
berdasarkan susunan asli.**Bahwa Mahkamah konstitusi Menimbang
berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29

52 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-X111/2015
%3 pyutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-X111/2015
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ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik.
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah
satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Menimbang
bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan
Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan
dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah:>*
a. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh
UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal
28l ayat (2), serta para Pemohon

b. menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian  Kerugian
konstitusional para Pemohon setidak-tidaknya potensial yang

c. menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

d. Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya

permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan

% pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XI111/2015
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tidak akan atau tidak lagi terjadi

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat,
bahwa meskipun pada bagian awal argumentasinya para Pemohon
menyatakan kualifikasinya sebagai badan hukum privat dan Mahkamah
tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional dalam kualifikasi
tersebut, namun sebagai perorangan warga Negara Indonesia, dalam hal
ini sebagai sekelompok orang warga Negara Indonesia yang mempunyai
kepentingan sama, kerugian hak konstitusional para Pemohon secara
potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
apabila yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala Desa yang
disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian. Dengan demikian telah jelas pula bahwa potensi kerugian
tersebut berhubungan secara kausal dengan norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan a quo dikabulkan,
kerugian demikian tidak akan terjadi.>
Pengangkatan Perangkat Desa

Kekuatan mengikat dalam suatu ketentuan hukum itu bisa
dilaksanakan selama belum ada UU pembatalan UU tersebut dan lain
sebagainya yang bisa membuat aturan tersebut tidak berlaku lagi atau
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kekuatan mengikat yang
dimaksud tidak hanya terpaku pada berdasarkan pada proses politik,

melainkan juga dapat di keluarkan atau mendapatkan legalitas pada

% putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-X111/2015
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ketentuan pasal yang secara hirarki berkedudukan lebih tinggi. Oleh
karena itu, kekuatan mengikat putusan MK dapat kita jumpai pada pasal
24C ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa MK memiliki
wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final. Artinya putusan MK itu sifatnya mengikat dan sejak
diputuskannya serta waktu dibacakannya dalam persidangan sudah dapat
dilaksanakan.®® Dengan dibatalkannya beberapa poin dalam undang-
undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diantaranya adalah pasal 33
huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c. Dengan demikian, persyaratan yang
harus dipenuhi dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
128/PUU-XI111/2015 maka, karena memiliki kekuatan hukum yang
mengikat dan bisa dilaksanakan. Secara otomatis persyaratan menjadi
perangkat Desa mengikuti pasal yang telah dibatalkan oleh MK kecuali,
yang tidak dibatalkan maka masih memiliki kekuatan hukum yang
mengikat dan dapat dilaksanakan dan juga dengan dipertegasnya putusan
MK dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 67 tahun 2017 tentang
pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa . Lahirnya peraturan
menteri ini dilandasi dengan adanya putusan MK atau bisa kita sebut
sebagai penyambung lidah. Bagi masyarakat Desa yang memnubhi
persyaratan, yang secara tegas disebutkan di dalam pasal 50 ayat (1)

menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhui untuk diangkat sebagai

% Safruddin Bahar, Membangun Indonesia Negara-Kebangsaan dan Masyarakat Hukum
Adat, , 134.
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perangkat Desa adalah : >’
a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat
b. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun
c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa
paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
d.  Syarat lain ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing
Selanjutnya, terkait pengangkatan perangkat Desa menindak lanjuti dengan
adanya putusan MK Nomor 128/PUU-13/2015 maka. Lahir
PERMENDAGRI Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan
pemberhentian perangkat Desa sebagai sambungan dari putusan MK yang
membatalkan beberapa Poin dalam UU Nomor 6 tahun 2014. Dimana, isi
PERMENDAGRI Nomor 67 tahun 2017 pasal 2 yaitu :
a. Perangkat Desa adalah diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa
yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus
b. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai
berikut :
1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat
2) Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun
3) Dihapus

4) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi

> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
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c. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Vaitu
persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal-usul
dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya

d. Persyaratan khusus yang dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dalam

peraturan daerah

D. Pembahasan Temuan

Bahwa dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya yang diamanatkan
dalam UUD NRI Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik,
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.>®

Oleh karena itu kewenangan hak uji materiil Mahkamah Konstitusi
dalam hal pengujian Undang-undang oleh Undang-Undang Dasar. Oleh sebab
itu pengujian Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tentang persyaratan pencalonan kepala desa dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga peradilan dan penguji peraturan Undang-Undang
oleh Undang- Undang Dasar(Judicial review).

Maka dari itu berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang- Undang
mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Holidin (Pemohon 1), Mulyadi

(Pemohon II), Sutarmin (Pemohon II1), Tulus Ikhlas (Pemohon 1V), Edi

> Undang-Undang Dasar 1945
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Sanipo (Pemohon V), Yusup Sukardi (Pemohon V1), M. Syahrudin (Pemohon
VII). Dalam hal ini mengajukan Yudisial Review yakni tentang Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tentunya menjadi salah satu
kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Bahwa Pasal a quo tersebut, tidak mencerminkan dari marwah
sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pasal a quo
mengekang, dan memberi pembatasan serta tidak memberi kesempatan yang
sama kepada pemohon yang berniat ingin mencalonkan diri menjadi kepala

desa maupun perangkat desa.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengangkatan perangkat desa menurut UU nomor 6 tahun 2014
mensyaratkan bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai
perangkat desa sesuai dengan pasal 50 ayat (1) huruf C harus terdaftar
sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun
sebelum pendaftaran. Dengan mekanisme pengangkatan yang diatur oleh

kepala desa dan dengan rekomendasi camat setempat.

2. Terkait keabsahan putusan MK yang bersifat positive legislature sendiri
dijelaskan dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya, Putusan Mahkamah
Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam
persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

3. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi maka memberikan
kesempatan yang sama terhadap semua elemen masyarakat untuk
berpartisipasi dalam perekrutan perangkat desa. pegangan masyarakat desa
dalam segala aspek termasuk adanya syarat harus berdomisili 1 tahun
sebelum pendaftaran bagi perangkat yang ingin mencalonkan diri sebagai

perangkat Desa demi kesetaraan.
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B. SARAN

1.

Pengangkatan peragkat desa untuk ke depannya hendaknya dilaksanakan
secara demokratis dan berkeadilan untuk mewujudkan permerintahan
desa yang demokratis.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan untuk mengahpu beberapa
pasal agar dapa memperhatiakan banyak aspek agar melahirkan putusan
yang wisdom

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XI11/2015
hendaknya Pemerintah dan DPR segera merevisi UU Desa dan

disesuaikan dengan Putusan MK dan yang ada didalam masyarakat desa
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